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PENDAHULUAN 

Dalam konsep islam Kepailitan secara etimologi disebut "ar-rajlis'· yang 

artinya pailit atau jatuh mi skin. Orang yang pail it disebut "mujlis" yaitu seorang 

yang pailit atau jatuh miskin, dimana utangnya lebih besar dari assetnya. Apabila 

seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-utangnya, 

dinamakanlah dia sebagai pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang 

sebagai tidak mampu bayar utang. dinamakan ··1ajlis" (pcmyataan pailit). Ar-rajl.s 

(Kepailitan) diambil dari kata a/-fa/s jamaknya Ju/us. Al-fals adalah jenis uang 

yang paling sedikit (unng recehan) yang terbuat dari tembaga. F11l11s biasanya 

dikesankan scbagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling 

kecil.1 

Sccara lenuinologi at-taf/is bcmrti wang seseoC3J1% Y3.11% mengbabislcan 

seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa scdikitpun baginya karcPa 

digunaknn uniuk membnyar utang·utangnya. Sedangkan taflis (penctapan pailit) 

didcfinisikan oleh para ulama fiqih adalah ··Keputusan hakim yang melarang 

seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu dijatuhkan karena ia 

tcrlibat utang yang meliputi atau hahkan melebihi seluruh hartanya.2 

Menurut Rachmadi Usman Kcpailitan adalah ··Keadaan diman.a seQrang 
Debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang terseb111 
j:uuh waktu. Pcmyataan pailit tidak bolch diputuskan begitu saj:i, 
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melainkan harus dinyatakan oleh Pengadilan, bai k atas pennohonan 
sendiri maupw1 atas permintaan seseorang atau pihak ketiga".3 

Oewasa ini hrunpir tidak ada masyarakat Indonesia yang 1idak mengen:tl 

istilah Kepailitan. Secara formal, hukum Kepailitan Indonesia sudah ada s�jak 

tahWl 1905 dengan diberlakukannya Fail/issement Verordening (Peraturan 

Kepailitan), Staarsblad tahun 1905 Nomor 217 Juncto Staatsblad 1906 Nomor 

348 yang kemudian diubah menjadi Peraruran Pengganti Undang-Undang Nomor 

I TahWl 1998 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. 

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 1998 tersebut kemudian 

ditetapkan sebagai Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1998 

tentang Kepailitan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut, kemudian 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitao dan 

Penuodaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disahkan olch Dewan Perwakilao 

Ralqrat Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2004 dan diundangkan 

pada tanggal 18 Oktober 2004.• 

Sistem yang dipcrgunakan da.lam perubahan Undnng-llndnng Keprulitan 

adalah tidak mclakukan pcrubahan secara total, tctapi hanya rncngubah Pasal-

Pasal tenentu yang perlu diub:ih dan menambah berbagai ketcntuan baru kc dalam 

Undang-Undang yang sudnh ada. 
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